DATA/INFORMASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

I.
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.
Pemberdayaan atau empowerment menurut Maerriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian, yaitu :

a.
To give ability or enable to, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

b.
To give power or authority to, yang berarti memberi kekuasaan mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

2.
Menurut John Friedman, pemberdayaan masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap rumah tangga, yang mencakupi pemberdayaan sosial ekonomi, pemberdayaan politik, dan pemberdayaan psikologis, yakni :

a.
Pemberdayaan sosial ekonomi difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga dalam proses produksi, seperti akses terhadap informasi, akses terhadap pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisifasi dalam organisasi sosial, dan akses terhadap sumber-sumber keuangan.

b.
Pemberdayaan politik difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga kedalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya.  Pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas pada proses pemilihan umum, tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan kegiatan kolektif, atau bergabung dalam berbagai asosiasi politik, seperti partai politik, gerakan sosial, atau kelompok kepentingan.

c.
Sedangkan pemberdayaan fisikologis difokuskan pada upaya membangun kepercayaan diri bagi setiap rumah tangga yang lemah.  Keperyaan diri pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pemberdayaan sosial ekonomi dan politik.

3.
Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok yakni :

a.
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling).  Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, srtiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  Artinya tidak ada nasyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian maka sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu, dengan mendorong (encorage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkan.

b.
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) melalui pemberian inputs berupa bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan penelitian dan pemasaran didaerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (aupportunities) yang akan membuat masyarakat makin berdaya.

c.
Memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat nelalui pemihakkan  kepada masyarakatr yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurang berdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan Masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (Charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

4.
Dengan demikian, Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu alternatif srategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (community based development) baik pada tahaf perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

5.
Dalam kaitan ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahkan seluruh Stakeholder Pembangunan berkewajiban untuk menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

6.
Konsep Pemberdayaan Masyarakat tersebut harus dikolaborasi menjadi kebijakan dan program-program Pemberdayaan Masyarakat, yang dalam pengimplemetasiannya harus sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.
Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN tahun 1999, serta UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “Mengembangkan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Ekonomi, Lembaga Politik, Lembaga Hukum, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.       

2.
Sedangkan didalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam UU ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat”.

3.
Mencermati rumusan kebijakan Pemerintah didalam 2 dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kebijakan Otonomi Daerah”. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan Otonomi Daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka Pemantapan dan Penguatan Otonomi Daerah akan memberikan dampak upaya Pemberdayaan Masyarakat.

4.
Didalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, dinyatakan bahwa tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan peningktan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

5.
Dengan demikian, pokus pemberdayaan masyarakat mencakupi 4 aspek utama    yakni :

a.
Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi yang memiliki makna meningkatkan kwalitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

b.
Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial budaya, yang memiliki makna meningkatkan kwalitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yakni penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan tarap pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan anak dan remaja, serta aspek terkait lainnya.

c.
Pemberdayaan masyarakat dalam aspek politik, yang memiliki makna penguatan pemahaman  masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Negara, serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan publik, baik proses penetapan kebijakan publik dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

d.
Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek lingkungan hidup, yang memiliki makna meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

III.
VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

VISI
:
Meningkatkan kemandirian masyarakat. ( penjelasannya adalah bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan dipasilitasi oleh pemerintah dan seluruh stake holders Pemberdayaan masyarakat ).

MISI


:
Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktip dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Melalui :







a.
Peningkatan keswadayaan masyarakat.




b.
Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat




c.
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 




d.
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.




e.
Peningkatan pemberdayaan TTG sesuai kebutuhan masyarakat




f.
Pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Kebijakan
:
Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup.

Strategi

:
a.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Basic Needs Approach)


b.
Pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat ( Bottom up
apporach)


c.
Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat ( Comunity
Institutional Approach )


d.
Pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan ( Rural and Urban Community Approch)

e.
Berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat ( Prosperity
Approach)

f.
Pendekatan lintas sektor dan program ( Cross Sektoral and
Program Approach ).

g.
Mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Approciate teknologi approach)


IV.
PROGRAM / KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penjelasan tentang kegiatan Badan pemberdayaan masyarakat secara operasional akan diuraikan sesuai dengan kopetensi tugas dan fungsi masing-masing bidang.

A.
Bidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat

1.
Kegiatan perlombaan Desa dan perlombaan kelurahan :

a.
Dasar Hukum  : Kep Mendagri No. 5 Tahun 2002 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.

b.
Maksud dan Tujuan : Dalam rangka penilaian terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan kegiatan peningkatan motivasi dan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan. Prisip perlombaan desa dan kelurahan setiap tahun dititik beratkan pada usaha gotong royong dan keswadayaan masyarakat yang dinilai berdasarkan Indikator tingkat perkembangan desa dan kelurahan dibidang pendidikan kesehatan, ekonomi, ketentraman dan ketertiban partisipasi dan kesadaran berbangsa serta keberdayaan pemerintahan.

c.
Pelaksanaan kegiatan : Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan setiap tahun dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi. Sebagai bentuk fasilitasi dan penghargaan dari pemerintah, desa dan kelurahan Juara Tingkat Propinsi tanggal 13 s/d 18 Agustus setiap tahun di undang ke Jakarta untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.

d.
Hasil yang telah dicapai :  Ditetapkan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah.


Juara Perlombaan Desa :

- Juara I Desa Lemo II Kabupaten Barito Utara


- Juara II Desa Tritunggal Kabupaten Lamadau Kecamatan Bulik


- Juara III Desa Sungai Damar Kabupaten Sukamara Kabupaten Jelai


Juara Perlombaan Kelurahan :


- Juara I Kelurahan Kumai Hilir Kabupaten Kotawaringin Barat


- Juara II Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya


- Juara III Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

e.
Permasalahan/Kendala : Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan, terbatasnya dana yang tersedia serta kurangnya partisipasi gotong royong.

f.
Pemecahan masalah :  Dipandang perlu memberikan Pembinaan serta monitoring, petunjuk-petunjuk pelaksanaan Desa/Kelurahan pendanaan perlu diusulkan.

2.
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat

a.
Dasar Hukum  : 
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. 

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan Pengetahuan Kader Pemberdayaan Masyarakat agar dapat berperan aktif dalam Pembangunan di Desa/Kelurahan. 
c.
Pelaksanaan kegiatan : untuk tahun 2004 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dari tanggal 21 s/d  25 September 2004.
d. Hasil yang telah dicapai :  

· Tersedia Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terampil dan meningkatnya SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat.

· Menyiapkan Pelatih Pemberdayaan Masyarakat dan Kader KPM Kab/Kota. 

e.
Permasalahan/Kendala : Tidak semua Kabupaten ada Pelatih KPM Desa/Kel, disebabkan adanya pemekaran Kab. Baru sehingga para pelatih pindah ketempat yang baru.  

e. Pemecahan masalah : 

· Agar setiap Kab/Kota memprogramkan kegiatan Pelatihan KPM Desa/Kel pada setiap tahunnya.

· Menyediakan dana Pelatihan KPM Desa/Kel dimaksud pada tahun 2005. 

3.
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS).

a.
Dasar Hukum  : Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah, Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 18/KEP/MEUPW/IV/1991 tentang Pemberian Penghargaan kepada para Pelaksanaan Terbaik Program Terpadu P2W-KSS dan 10 Program Pokok PKK.

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan Peranan Wanita dibidang Pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.

c.
Pelaksanaan kegiatan :  Penilaian terhadap pelaksana terbaik dan pembina terbaik P2W-KSS dilakukan setiap tahun pada bulan November. Sebagai bentuk fasilitasi dan penghargaan dari pemerintah pelaksana terbaik diikutkan dalam acara puncak Hari Ibu pada bulan Desember setiap tahunnya di Jakarta.

d. 
Hasil yang telah dicapai : Meningkatnya Peran aktif Wanita dibidang Pembangunan serta  Terwujudnya keluarga sejahtera.

e. 
Permasalahan/Kendala : Kurangnya dana Tim Penilai sehingga perjalanan Tim penilai di percepat. Tidak semua Kabupaten mengikuti Lomba.
f.
Pemecahan masalah : Diharapkan Kabupaten Pemekaran yang belum ada Program P2WKSS supaya memprogramkan kegiatannya pada tahun 2005

4.
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a.
Dasar Hukum  : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatnya peran aktif wanita dalam mengajukan kesejahteraan keluarga, memberikan pengetahuan, ketrampilan dan kesempatan untuk membangun diri maupun keluarga dibidang ekonomi dan kesehatan dan menciptakan keluarga sehat sejahtera dan mandiri. 

c.
Pelaksanaan kegiatan : Pelatihan Kader PKK, Pembinaan ke 14 Kab/Kota dan Penilaian terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

d.
Hasil yang telah dicapai :  Tersedia Kader  PKK yang Terampil, terbinanya program-poram PKK di Kab/Kota serta terlaksananya 10 Program Pokok PKK.

f. Permasalahan/Kendala : 
· Belum optimalnya peranan Badan Penyantun ditingkat Desa dan Kelurahan.

· Kurangnya jumlah Lurah dan Kader PKK ditingkat Desa.

g.
Pemecahan masalah : Pelatihan Kader ditingkat Kecamatan lebih meningkatkan kerjasama dengan Badan Penyantun di Desa dan Kelurahan.
5.
Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

a.
Dasar Hukum  : Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat pelaksana di daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pengendalian program PMT-AS.

c.
Pelaksanaan kegiatan : Rakornis PMT-AS Propinsi dan Kab/Kota se-Kalteng tahun 2004 tgl 6-8 Oktober 2004 di Palangka Raya.

d.
Hasil yang telah dicapai : Adanya data sasaran sesuai SK Bupati/Walikota tentang penetapan nama SD, MI, Ponpes, Jumlah siswa/santri di Desa/Kelurahan tertinggal, di daerah miskin perkotaan.

e.
Permasalahan/Kendala : Sebagian Kabupaten tidak membentuk Forum Koordinasi, Tim Pengelola dan Tim Pelaksanaan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Teknis PMT-AS. Sebagian Kabupaten yang tidak dapat menyediakan alokasi dana untuk kegiatan PMT-AS

f.
Pemecahan masalah : Perlu ada petunjuk yang jelas dari Forum Koordinasi PMT-AS Tingkat Pusat dalam meningkatkan pelaksanaan PMT-AS. Mengoptimalkan pembinaan terhadap pelaksanaan program di lapangan, agar dapat mencapai sasaran program yang diharapkan.

6.
Program Penguatan Organisasi Masyarakat.

a.
Dasar Hukum  : UU No. 22 tahun 1999 pasal 106 tentang Pemerintahan Desa dan Keppres No. 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan.

c.
Pelaksanaan kegiatan : Ditetapkan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat setiap bulan Maret masing-masing di Desa dan Kelurahan.   

d.
Hasil yang telah dicapai : Terciptanya kerjasama yang baik antar Berfungsinya lembaga adat lokal. Meningkatkan SDM untuk berlaku hidup bersih dan sehat. 

e. Permasalahan/Kendala : 

· Masih rendahnya minat masyarakat untuk mempertahankan sosial adat dan budaya lokal. 

· Kurangnya pengetahuan masyarakat perdesaan tentang cara hidup bersih.

· Terbatasnya Dana yang tersedia.

f.
Pemecahan Masalah : Perlu ditingkatkan Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat perdesaan akan pentingnya pelestarian adat lokal.


Perlunya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara hidup bersih dan lingkungan yang  bersih.

7. Kemitraan Manunggal TNI Masuk Desa.

a.
Dasar Hukum  :  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraaan Program TNI-ABRI Masuk Desa.

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan Partisifasi masyarakat untuk membangun Desa/Kelurahan.


Membangun rasa kebersamaan antara masyarakat dengan aparat keamanan dan pemerintah.


Meningkatkan daya dukung sarana dan fasilitas yang di perlukan masyarakat di objek/lokasi TNI manunggal.

c.
Pelaksanaan kegiatan :  Pemberian Bantuan Stimulan berupa Paket Peralatan kerja untuk pembangunan sarana dan Prasarana didesa lokasi kegiatan TNI Masuk Desa. 

d.
Hasil yang telah dicapai : Telah dibangunnya berbagai jenis prasarana Desa dan terbinanya kerjasama antara TNI dan Masyarakat dalam kegotongroyongan.

e.
Permasalahan/Kendala : Kurangnya dukungan bahan kontak kerja untuk mendukung pelaksanaan kerja dilokasi.

f.
Pemecahan Masalah : Perlu adanya dukungan kerja oleh Kabupaten/Kota.

8. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

a.
Dasar Hukum  : Surat Mendagri No. 430/1432/PMD tanggal 25 November 2002 perihal Pedoman Umum Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Masyarakat.

b.
Maksud dan Tujuan : Menumbuhkembangkan Budaya Lokal dalam Pembangunan serta mewujudkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
c.
Pelaksanaan kegiatan : Pembinaan Pembinaan Sosial Adat  dan Budaya, Penyuluhan dan Penyehatan lingkungan Masyarakat di 14  Kabupaten/Kota.    

d.
Hasil yang telah dicapai : Lembaga sosial adat lokal berfungsi dengan baik serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berlaku hidup sehat dan bersih.
e.
Permasalahan/Kendala : Masih terbatas kemampuan dana, untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolir. 

f.
Pemecahan Masalah : diperlukan dana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terpencil tentang pentingnya budaya hidup sehat kaitannya dengan sosial adat dan budaya lokal masyarakat.
9.
Perpustakaan Desa.

a.
Dasar Hukum  :  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

b.
Maksud dan Tujuan : Menumbuhkembangkan/meningkatkan  pemahaman masyarakat akan pentingnya IPTEK.

c.
Pelaksanaan kegiatan :  Pembinaan dan penambahan jenis buku untuk perpustakaan di Desa/Kelurahan.

d.
Hasil yang telah dicapai : Di Desa/Kelurahan yang sudah mempunyai perpustakaan, perpustakaannya berfungsi dengan baik. dan meningkatnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat.

e.
Permasalahan/Kendala :  masih terbatas kemampuan dana,  juga masih banyak desa/keluran yang belum mempunyai perpustakaan desa. 

f.
Pemecahan Masalah : diperlukan dana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan.
10.
 Pokjanal Posyandu.

a.
Dasar Hukum  :  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

b.
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui tingkat perkembangan anak (gizi). 

c.
Pelaksanaan kegiatan  :  Pembinaan dan bimbingan terhadap Posyandu di Kabupaten/Kota. 

d.
Hasil yang telah dicapai : Tercipta anak-anak Indonesia sehat. 
e.
Permasalahan/Kendala :  Masih terbatas kemampuan dana.  

f.
Pemecahan Masalah : Diperlukan dana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan. 
B.
BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT

1.
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa/PMPD (Community Empowerment For Rural Development/CERD).

a.
Dasar Hukum  :  Pedoman Umum Proyek PMPD/CERD tanggal 27 Juli 2003 Nomor 412.21/881/PMD (hasil penyempurnaan dari Pedoman Umum Nomor 412.21/748/BPM tanggal 3 Juli 2001).

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan desanya, serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan.

· Mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perdesaan/perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perdesaan yang dibutuhkan unruk mengembangkan produktivitas usaha skala kecil dan mikro.    

c.
Pelaksanaan kegiatan : Pelaksanaan kegiatan secara tehnis mengadakan Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan ; sedangkan kegiatannya meliputi beberapa komponen antara lain :

· Komponen A
:
Peningkatan Kapasitas dalam Pembangunan Masyarakat ; meliputi Pengembangan Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Hibah (bantuan) desa.

· Komponen B
:
Pengembangan Lembaga Keuangan dan Ekonomi Perdesaan ; meliputi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM) dan Penyediaan Kredit kepada Bank Pelaksanaan yang mendukung LSP-BM.    

· Komponen C
:
Peningkatan Prasarana Perdesaan ; meliputi kegiatan peningkatan prasarana perdesaan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin perdesaan mencakup prasarana pendukung usaha ekonomi perdesaan dan prasarana permukiman.

· Komponen D
:
Manajemen dan Monitoring : meliputi kegiatan dukungan administrasi, bantuan teknis, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek secara keseluruhan.

d. Hasil yang telah dicapai : 

Pelaksanaan Non Fisik :

· Telah dibentuknya Tim Koordinasi CERD dan Sekretariat CERD Tingkat Propinsi dan Kabupaten.

· Terseleksinya Rekruitmen RCT/Konsultan Komponen Paket A,B,C dan D dimasing-masing lokasi Proyek yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan.

· Terbentuknya beberapa Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Proyek CERD di masing-masing Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan.   

· Terlaksananya beberapa pertemuan reguler kelompok masyarakat lokasi Desa program CERD yang di fasilitasi oleh masing-masing fasilitator Paket A, B, C dan D.

· Melaksanakan seminar, pelatihan, lokakarya pemantapan program dalam bahasan baik permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sesuai dengan program ditingkat Propinsi dan Kabupaten.

Pelaksanaan Fisik  :

· Lokasi Proyek di Kabupaten Kapuas telah terselenggara dan terbangunnya sarana dan prasarana (Village Grant 12 Desa, Rural Infrasrtucture masing-masing 24 Desa), Perawatan Jaringan dalam rangka Peningkatan Jembatan dan ruas jalan di Kecamatan Timpah – Mantangai-Jalan  dan Pemeliharaan Jalan dan Jempatan Desa Sei Teras ( O dan M Infrastructure) sampai dengan Tahun 2003.

· Lokasi Proyek di Kabupaten Barito Selatan telah terselenggara dan terbangunnya sarana dan prasarana (Village Grant 12 Desa, Rural Infrasrtucture masing-masing 24 Desa), Perawatan Jaringan dalam rangka Peningkatan Jembatan dan ruas jalan di Kecamatan Timpah – Mantangai-Jalan  dan Pemeliharaan Jalan dan Jempatan Desa Sei Teras ( O dan M Infrastructure).

e.
Permasalahan/Kendala : 
· Belum optimalnya keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan program CERD baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten.

· Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pertemuan reguler Pokmasar.

· Terlambatnya penyiapan dana DIPP ADB baik untuk Propinsi maupun Kabupaten.

· Belum optimalnya dana operasional/pendamping untuk aparat Kecamatan.

· Kurangnya sosialisasi program PMPD/CERD dimasing-masing Kabupaten/Kota.

· Kurangnya laporan secara berkala dari Kabupaten penerima dana bantuan.

e. Pemecahan Masalah : 

· Mengupayakan keterlibatan instansi terkait dalam pengenalan program CERD di Kabupaten.

· Mengupayakan pertemuan reguler Pokmasar disetiap lokasi Desa.

· Adanya Surat Penegasan dari Gubernur Kalimantan Tengah agar dalam mekanisme dan sistem pelaporan teknis ditaati oleh Kabupaten tempat lokasi proyek CERD.


· Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah dapat mengalokasikan dana baik APBD maupun Dekonsentrasi.

· Laporan dari para konsultan fungsional segera disampaikan ke Kabupaten dan Kecamatan.

· Para konsultan agar berada di lokasi proyek sebagaimana komitmen sewaktu seleksi sesuai kehendak dan SPTnya.

· Agar para Pejabat Struktural melaporkan dengan surat/tertulis bagi konsultan yang tidak berada di lokasi tanpa keterangan yang jelas. 

· Agar ada alur/jenjang laporan struktural dan alur laporan fungsional dari para konsultan. 

· Agar para Camat diberikan informasi yang jelas mengenai desa-desanya yang terkena lokasi proyek CERD.

· Dalam Pedoman Umum nomor 412.21/881/PMD tanggal 27 Juni 2003 halaman 4-14 gambar 4-2 mekanisme pelaporan proyek PMPD agar direvisi.

· Adanya penegasan dalam Pedoman Umum nomor 412.21/881/PMD tanggal 27 Juni 2003 halaman 3-8 poin 3.2.6 Pemerintah Kecamatan agar dipertegas fungsinya dari Kecamatan.


2.
Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.


Bidang Usaha  : Jasa, Industri Kecil, Rumah Tangga, Pertanian Agribisnis.

· Dasar Hukum  : 

· Surat Dirjen PMD No. 412.25/1303.A/PMD tanggal 12 Oktober 1998 perihal Juknis Pendataan Manajemen Usaha Ekonomi Desa dan Kewira Usahaan.

· Surat No. 412.32/501/BPM tanggal 26 April 2001 perihal Identifikasi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

· Surat No. 412.32/1628/PMD tanggal 9 November 2000 perihal Inventarisasi dan Identifikasi Usaha Jasa, Kerajinan dan Industri kecil serta Usaha Pertanian dan Agribisnis.

· Maksud dan Tujuan : 

· Setiap Kabupaten/Kota mengadakan pendataan tentang produk unggulan Desa/Kelurahan/Kecamatan.
· Tersedianya Data Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, kegiatan usaha jasa, industri kecil/kerajinan, usaha pertanian dan agribisnis.
· Dapat bermanfaat dalam upaya pendataan daerah melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan sebagai bahan mengadakan pembinaan pngembangan usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat untuk memberikan bimbingan, bantuan dalam pengembangan usaha.
· Pelaksanaan kegiatan : 

· Mengadakan Pendataan dan Monitoring Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat sesuai instrumen pendataan secara berjenjang dengan format identifikasi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota berdasarkan : 
· Surat Sekda Propinsi Kalimantan Tengah No. 412.30/2349/BPM tanggal 19 Mei 2001.
· Surat kepala BPM Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 2 April 2004 perihal Identifikasi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
· Hasil yang telah dicapai :

· Identifikasi yang diterima dari Kabupaten Kotawaringin Timur 5 (Lima) Kecamatan :
KECAMATAN PARENGGEAN

USAHA JASA :
· Desa Parenggean  :

-  Jenis usaha :  Angkutan, Wartel

USAHA KERAJINAN DAN INDUSTRI KECIL :

· Desa Tanjung Jorong, Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Mujan dan Kabuau

- Jenis usaha : Anyaman Rotan

· Desa Sari Harapan, Sumber Makmur dan Parenggean


- Jenis usaha Kerajinan : Pengolahan Tempe

· Desa Karang Tunggal, Mekar Jaya


- Jenis usaha : Pengolahan Batu Bata

USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS :

· Desa Tanjong Jorong, Mekar Sari, sari Harapan, Karang Tunggal, Karang Sari, Sumber Makmur, Bandar Agung, Beringin T. Jaya, Bukit Makmur, Wonosari.


- Jenis usaha Tanaman Pangan : Tanaman Singkong.

· Desa Parenggean, Mekar jaya, Sari Harapan, Karang Tunggal, Karang Sari, UPTJ-2


- Jenis usaha lain-lain : Perkebunan 

KECAMATAN KOTA BESI

USAHA JASA :
· Desa Kota Besi Hilir, Camba, Palangan, dan Hanjalipan 
-  Jenis usaha : Taksi Air (Klotok, Speed Boat).

· Desa Kota Besi Hulu

-  Jenis Usaha : Taksi Air dan Wartel.

· Desa Tanah Putih 


-   Jenis Usaha : Taksi Air dan Taksi Darat.

KECAMATAN SERUYAN HILIR 

USAHA JASA :

· Desa Kuala Pembuang I, Kuala Pembuang II 
- Jenis usaha : Taksi Air/Darat, Wartel, Penginapan Hotel, feri Penyeberangan, pelayaran Rakyat, Perbengkelan/Las, Jasa Angkutan Barang dan ojek.

· Desa Pematang Panjang, Kartika Bhakti, Pematang Limau, Sungai Bakau dan Bangun Jaya.

· Jenis Usaha : Ojek

· Desa Halimaung Jaya dan Mekar Indah 

-
Jenis Usaha : Angkutan Sungai.

KECAMATAN BAAMANG

USAHA JASA :

· Desa Tinduk 
-  Jenis usaha : Rotan, Perikanan, Dagang Panca Rekanan.

· Desa Tarantang 

-
Jenis Usaha : Taksi Air, Perikanan, Rotan, Dagang Panca Rekanan dan Ternak Ayam. 

· Desa Baamang Tengah


-
Jenis Usaha : Angkutan, Tukang Kayu dan Kedai Makanan.

· Desa Baamang Hilir


-
Jenis Usaha : Jasa, Kedai Makanan dan Tukang.

· Desa Baamang Hulu 


-
Jenis Usaha : Jasa, Tukang dan Peternakan.

· Desa Batuah


-
Jenis Usaha : Angkutan, Tukang dan Perikanan.
KECAMATAN KATINGAN KUALA

USAHA JASA :

· Desa Pagatan Hilir 
-  Jenis usaha : Biro Perjalanan, Wartel, Salon, Buruh Pelabuhan, Bengkel, Buruh Bangunan.

· Desa Pagatan Hulu
-  Jenis usaha : Tukang Kayu dan Percetakan Foto.

· Desa Keramat
-  Jenis usaha : Tukang Kayu.

· Desa Jaya Makmur 
-  Jenis usaha : Bengkel.

· Desa Bangun Jaya 
-  Jenis usaha : Bengkel dan Ojek.

· Desa Kampung Baru dan Setia Mulia
-  Jenis usaha : Ojek.

KECAMATAN KOTA BESI

USAHA KERAJINAN DAN INDUSTRI KECIL :

· Kota Besi Hilir 
-  Jenis usaha : Mobiler.

· Kota Besi Hulu 
-  Jenis usaha : Pembuatan Atap Daun Nipah, Mobiler dan Batu Bata.

KECAMATAN SERUYAN HILIR 

USAHA KERAJINAN DAN INDUSTRI KECIL :

· Desa Kuala Pembuang I 


-  Jenis usaha : Jamu, batu Bata, Kerupuk Pipih, es Batu, Anyaman, Mobiler, tahu tempe, Minyak Kelapa.

· Desa Kuala Pembuang II 


-  Jenis usaha : Jamu, Batu Bata, Kerupuk Pipih dan Es Batu.

· Desa Pematang Panjang dan Kartika Sari 


-  Jenis usaha : Anyaman.

· Desa Sungai Bakau, Bangun Jaya, Halimaung Jaya dan Mekar Indah


-  Jenis usaha : Mobiler.

· Desa Tanjung Rangas, Pematang Limau, Muara II, Jahitan, Baung dan Sungai Perlu


-  Jenis usaha : Mobiler dan Anyaman.

KECAMATAN BAAMANG

USAHA KERAJINAN DAN INDUSTRI KECIL :

· Desa Tinduk, Terantang, Baamang Hulu, Batuah 
-  Jenis usaha : Anyaman.

· Desa Baamang Tengah
-  Jenis usaha : Anyaman, Kripik Pisang dan Rias Pengantin.

· Desa Baamang Hilir 


-  Jenis usaha : Pembuatan Roti dan Kue.
KECAMATAN KATINGAN KUALA

USAHA KERAJINAN DAN INDUSTRI KECIL :
· Desa Pagatan Hilir 


-  Jenis usaha : Kerupuk Udang, Mobiler dan Minuman Segar.

· Desa Pagatan Hulu


-  Jenis usaha : Kerupuk Udang.

· Desa Keramat


-  Jenis usaha : Atap Daun Nipah.

· Desa Jaya Makmur


-  Jenis usaha : Mobiler.

· Desa Kampung Baru

· Jenis usaha : Batu Bata.

· Desa Bangun Jaya 


-  Jenis usaha : Pabrik Tempe/Tahu.

KECAMATAN KOTA BESI

USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS :

· Desa Kota Besi Hilir, Kota Besi Hulu

-  
Jenis usaha Hortikultura : Rambutan, Pisang, Durian, Sayuran.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi dan Palawija.

· Desa Kandan dan Tanah Putih

-  
Jenis usaha Hortikultura : Rambutan, Pisang.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi dan Palawija.

· Desa Padas Sebut Satu

-  
Jenis usaha Hortikultura : Pisang, Sayuran.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi dan Palawija.

· Desa Padas Sebut II

-  
Jenis usaha Hortikultura : Rambutan, Pisang, Sayuran.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi dan Palawija.

KECAMATAN SERUYAN HILIR 

USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS :

· Desa Kartika Bakti, Bangun Harja, Halimaung Jaya

- 
Jenis usaha Hortikultura : Kacang Panjang.  


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi, jagung, Ubi Kayu.

· Desa Mekar Indah

- 
Jenis usaha Hortikultura : Kacang Panjang, Terong dan Timun.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi, jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

· Desa Kuala Pembuang I
 


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi dan Jagung.

KECAMATAN BAAMANG

USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS :

· Desa Tinduk, Baamang Hulu dan Batuah 

- 
Jenis usaha Hortikultura : Jagung, dan Kacang-kacangan.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi, Ubi Kayu.

· Desa Baamang Tengah dan Baamang Hilir

- 
Jenis usaha Hortikultura : Sayur-sayuran.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi, Ubi Kayu.

· Desa Terantang

- 
Jenis usaha Hortikultura : Sayur dan Kacang-kacangan.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi, Ubi Kayu.

KECAMATAN KATINGAN KUALA

USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS :

· Desa Suber Indah, Singam Raya, Jaya Makmur, Bangun Jaya, Kampung Baru, dan Setia Mulia :

- 
Jenis usaha Hortikultura : Kedelai, Jagung, Ubi, Pisang, Lombok dan Sayuran.


- 
Jenis usaha Tanaman Pangan : Padi.

· Permasalahan/Kendala :

· Pengaruh Otonomi Daerah yang masing-masing Kabupaten/Kota mengadakan kegiatanyang diprioritaskan sehingga data tidak dilaporkan dengan lancar.
· Pemecahan masalah :

· Perlu dikaji melalui kegiatan yang diprogramkan antara lain : pelatihan di kecamatan serta dukungan dana yang seimbang.

3.
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK).

a.
Dasar Hukum  : Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo No. 8 Tahun 2002 jo No. 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

b.
Maksud dan Tujuan : Mengupayakan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terciptanya koordinasi yang kondusif antara para pelaku penanggulangan kemiskinan.

c.
Pelaksanaan kegiatan : Koordinasi dengan Instansi tekait dan pemmbinaan program ke 14 Kabupaten/Kota.

d.
Hasil yang telah dicapai : Tersalurnya Raskin kepada masyarakat yang benar-benar memerlukannya sesuai sasaran yang diharapkan.

e.
Permasalahan/Kendala : Masih terdapat Kab/Kota belum menyampaikan SK tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan Kab/Kota bersangkutan.

f.
Pemecahan masalah : Diharapkan semua Kabupaten/Kota sudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 membentuk Komite Penanggulangan Kesmiskinan serta melakukan fungsinya dengan baik.

4.
Kegiatan Operasional Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK)

a.
Dasar Hukum  : Keputusan Presiden RI No. 124 Tahun 2001, jo No. 8 Tahun 2002, jo No. 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

b.
Maksud dan Tujuan : Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan terpadu.

c.
Pelaksanaan kegiatan : Koordinasi dengan Instnasi terkait serta pembinaan program ke 14 Kabupaten/Kota serta terciptanya koordinasi yang kondusif antara pelaku penanggulangan kemiskinan.

d.
Hasil yang telah dicapai : Terjalinnya koordinasi antar Instansi terkait dalam komite penanggulangan kemiskinan sehingga kasus-kasus dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bisa teridentifikasi secara cepat.

e.
Permasalahan/Kendala : Masih terdapat kabupaten/kota belum menyampaikan SK tentang pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

f.
Pemecahan masalah : Diharapkan Kabupaten/Kota Yang belum Menyampaikan Data agar segera menyampaikan.
5.
Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK)

a.
Dasar Hukum  :  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1824/PMD tanggal 12 Desember 2000 perihal tindak lanjut Program DPD/K.

b.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pelayanan kepada masyarakat.
c.
Pelaksanaan kegiatan :  Pembinaan dan pengendalian program DPD/K ke 14 Kabupaten/Kota.

d.
Hasil yang telah dicapai : Pembangunan di Desa/Kelurahan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

e.
Permasalahan/Kendala : Laporan dari Kab/Kota tidak lancar.

f.
Pemecahan masalah : Diharapkan partisifasi dari Kab/Kota dalam penyampaian laporan secara rutin tentang perkembangan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

6.
Program RASKIN dan PKPS BBM Khusus Beras 

a.
Dasar Hukum  :  Undang-undang No. 25 Tahun 2000 

b.
Maksud dan Tujuan : Untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bentuan beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

c.
Pelaksanaan kegiatan :  

· Pagu RASKIN PKPS-BBM Provinsi kalimantan Tengah Tahun 2003 Jumlah KK 78.200 Kg Kuantum/BB KK 1.564.000 Kg Jumlah total 18.768.000 Kg.

· Pagu RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan tahun 2002 Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah KK 19.065.000 Kg Kuantum KK 1.703.000 Kg total 20.768.000 Kg.

· Pemberian petunjuk kepada Bupati/Walikota demi kelancaran penyaluran RASKIN.

d.
Hasil yang telah dicapai : Pagu RASKIN PPKPS-BBM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 sudah tercapai 100 % dan Pendistribusian RASKIN sampai dengan Juni 2004 baru mencapai 5.829 Kg (28.07%).

e.
Permasalahan/Kendala :  

· Penyaluran RASKIN tidak tepat waktu, tidak tepat jumlahnya.

· Penambahan biaya ongkos angkut yang tinggi dari titik distribusi ke masyarakat penerima manfaat khususnya dipedalaman.

· Pemerintah/Kabupaten/Kota agar membangun gedung distribusi ditingkat Kecamatan/Kota masing-masing.

· Penyaluran RASKIN kadang kala tidak tepat sasaran atau untuk orang yang mampu.

· Jumlah pagu yang disediakan (20.768 ton) tidak mencukupi untuk pendistribusian 20 Kg/KK/Bulan untuk seluruh keluarga miskin yang mencapai 143.200 KK.

f.
Pemecahan masalah :  Bantuan Dana Transport dari titik kepenerima manfaat.

· Pemerintah memberikan bantuan dan dana talangan untuk pembayaran RASKIN yang sifatnya revolving.

· Perlunya pendataan ulang sesuai dengan ketentuan keluarga miskin.

· Untuk itu diusahakan untuk dipilih yang termiskin dari KK miskin tersebut untuk diberikan RASKIN.

7.
Unit Pengaduan Mayarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT).

a.
Dasar Hukum  :  Pasal 2 Keputusan Presiden No. 99 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tanah Dalam Negeri, kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia No. 541/03/SJ tanggal 2 Januari 2003 perihal Penetapan Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak Tanah.

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Untuk acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pementauan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak tanah secara koordinasi, efiiens, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

· Memantau dan mengawasi pelaksanaan efektifitas pelaksanaannya.

· Menangani pengaduan distribusi minyak tanah secara koordinatif serta untuk mengetahui masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan distribusi minyak tanah.

· Melakukan ricek lapangan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan dukungan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat.

c.
Pelaksanaan Kegiatan :
· Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan UPMP-BBMT telah dilaksanakan tanggal 12 Juli 2004.
· Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemantauan dan Pelaporan Minyak Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 September 2004.
· Monitoring/Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan Distribusi Minyak Tanah Juni 2004.

d.
Hasil yang telah dicapai : 

· Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) di 14 Kabupaten/Kota.
· Distribusi Minyak Tanah Ke Kabupaten/Kota masih dalam pembahasan antara Pertamina dan Pemerintah daerah.  

e.
Permasalahan/Kendala : 
· Harga Minyak Tanah di 14 Kabupaten/Kota berbeda tingkat harga.

· Distribusi Minyak Tanah dari PT. Resbayu dan PT. Bersama tidak diketahui jatah per Kabupaten/Kota.

· Di sebagian Kabupaten tidak ada agen minyak tanah.     

f.
Pemecahan Masalah : 

· Agar para Bupati/Walikota yang belum membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Minyak Tanah segera membentuk dan segera menetapkan harga eceran tertinggi dengan catatan harus mempunyai agen, pangkalan dikaitkan dengan argi agar pertamina bekerjasama dengan Kab/Kota untuk membentuk Tim sampai dengan Kecamatan. 
C.
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

1.
Pengkajian, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan TTG.

a.
Dasar Hukum  :  

· Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan TTG.

· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Operasional Pos Pelayananan Teknologi Desa.

· Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor XVI – III Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Pengaktifan Kembali Lembaga POSYANTEKDES yang berkedudukan di Kecamatan.

· Telek Menteri Dalam Negeri Nomor 413.5/486/PMD tanggal 25 Maret 2003 tentang Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan.

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Untuk menciptakan peluang kerja di perdesaan diperlukan faktor-faktor pendukung untuk terselenggaranya kegiatan produktif antara lain melalui pengkajian, pelatihan dan penyebarluasan serta pemanfaatan TTG.

c.
Pelaksanaan kegiatan :  

· Pelatihan dan Sytmulan kebutuhan dasae Kelompok Usaha Produktif.

· Mengikuti Pamaran/Gelar TTG Tingkat Nasional VI Tahun 2004 mulai tanggal 24 s/d 28 Agustus 2004 di Mataram NTB.

· Aemiloka Pembinaan Kemitraan dan Pengembangan peranserta Masyarakat di Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Agustus 2004 di Palangka Raya, bekerjasama dengan Balai Pemberdayaan Pemukiman dan Prasarana Wilayah Surabaya.

d.
Hasil yang telah dicapai : 

· Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan masyarakat daei lingkup lokal menuju regional.
· Meningkatnya komitmen Pembangunan Pusat dan daerah dalam penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan.
· Masyarakat mengetahui mengenai perkembangan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk  mendukung peningkatan mutu dan produksi.
· Terinformasikan jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi lembaga Penelitian dan lain-lain.

e.
Permasalahan/Kendala :
· Kurangnya dukungan dana dari APBD I maupun APBD II untuk Operasional Posyantekdes.

· Kurangnya koordinasi  antara instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dalam pengembangan pemasyarakatan pendayagunaan TTG.

f.
Pemecahan masalah : 

· Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Instansi peneliti dan masyarakat dalam pengembangan pemasyarakatan serta pendayagunaan Teknologi tepat guna (TTG)

· Dukungan dana dari pusat APBD I dan APBD II.
2.
Program Pembangunan Prasarana Perdesaan (P2D). 

a.
Dasar Hukum  :  

· Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts – II/1997 tentang  Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI.

· Surat Deputi Bidang Regional dan SDA BAPPENAS Nomor 2874/D.IV/06/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2P).

· Telek Menteri Dalam Negeri Nomor 413.5/486/PMD tanggal 25 Maret 2003 tentang Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan.

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Dalam rangka peranserta masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun melalui program P2D di 15 Kecamatan pada Kabupaten Lokasi P2D :

-
Kab. Gunung Mas, Kec. Tewah, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kec. Kapuas Hulu 

-
Kab. Kapuas, Kec. Kapuas Tengah dan Kec. Kapuas Barat

-
Kab. Barito Selatan, Kec. Gunung Bintang Awai, Kec. Dusun Selatan, Kec. Dusun Utara, Kec. Dusun Hilir dan Kec. Jenamas.

-
Kab. Barito Utara, Kec. Lahei

-
Kab. Murung Raya, Kec. Murung, Kec. Lahung Tuhup, Kec. Tanah Siang, Kec. Sumber Barito dan Kec. Permata Intan.

c.
Pelaksanaan kegiatan :  Dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Koordinasi P2D Propinsi dengan Kegiatan :

· Pembinaan dan Monitoring Pemanfaatan dan Pemeliharaan/Pelestraian Sarana dan Prasarana P2D.

· Pelatihan Fasilitator Penggerak Pelestarian P2D Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004 pada tanggal 29 s/d 31 Agustus 2004 di Palangka raya.

d.
Hasil yang telah dicapai : 

-
Berfungsinya kelompok pemanfaat dan pemelihara program P2D.

-
Adanya persamaan pemahaman antara pemerintahan desa, LKMD dan LMD dalam penyediaan dana pemeliharaan dan pelestarian sarana dan prasarana yang dibangun oleh proyek P2D.

e.
Permasalahan/Kendala : 
-
Belum seluruhnya lembaga pedesaan dan masyarakat ikut serta dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana P2D.

-
Perbaikan kerusakan prasarana P2D khususnya prasarana jalan dan jembatan sulit dilaksanakan dikarenakan memerlukan dana yang cukup besar.

f.
Pemecahan masalah : Diharapkan pemerintah kabupaten masing-masing lokasi P2D dapat memberikan bantuan dana untuk pemeliharaan dan pelestarian sarana dan prasarana P2D.

3.  
Program Pengembangan Kecamatan  (PPK). 

a.
Dasar Hukum  :  

· Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 tentang  Petunjuk Teknis Operasional PPK.

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasatana perdesaan, sejak tahun 1998 secara nasional diluncurkan PPK dan Lokasi PPK di Kalimantan Tengah sampai saat ini (phase I dan II) sebanyak 23 Kecamatan pada 6 Kabupaten :

-
Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Baamang, Kec. Cempaga, Kec. Pulau Hanaut, Kec. Kota Besi, Kec. Mentawa Baru/Ketapang, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kec. Parenggean, Kec. Antang Kalang.

-
Kab. Katingan, Kec. Katingan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kec. Sanaman Mantikei, Kec. Katingan Tengah, Kec. Kamipang, Kec. Pulau Malan.

-
Kab. Seruyan, Kec. Seruyan Hilir, Kec. Seruyan Tengah, Kec. Danau Sembulu, Kec. Hanau, Kec. Mentaya Hulu.

-
Kab. Kotawaringin Barat, Kec. Kotawatingin Lama.

-
Kab. Sukamara, Kec. Balai Riam.

-
Kabupaten Lamandau, Kec. Delang, Kec. Lamandau

c.
Pelaksanaan kegiatan :  
· Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan Lokasi PPK.

· Rapat Evaluasi pelaksanaan PPK Phase I dan II pada tanggal 9 s/d 11 Juli 2004 di Palangkaraya.

· Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara berkala dengan pihak konsultan.

d.
Hasil yang telah dicapai : 

-
Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan mengelola program-program pembangunan.

-
Tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi yang diperlukan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

-
Meningkatnya ekonomi masyarakat.

e.
Permasalahan/Kendala : Belum sepenuhnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman khususnya yang bertempat tinggal didaerah hulu sehingga perguliran dana terhambat bagi pergerakan perekonomian pedesaan.

f.
Pemecahan masalah : Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengendalian secara berkala sehingga pelaksanaan kegiatan PPK yaitu pinjaman modal usaha ekonomi produktif dan sarana/prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program PPK dapat lestari dan berkembang.

4.
Program Pemberdayaan Masyarakat dikawasan sekitar Hutan.

a.
Dasar Hukum  :  

· Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts – II/1997 tentang  Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI.

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Untuk memfasilitasi antara masyarakat dengan pemegang saham HPH dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara menumbuhkembangkan kegiatan kegiatan ekonomi, penyediaan sarana dan prasana.

c.
Pelaksanaan kegiatan : Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dengan Instansi Terkait antara lain : 

· Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi lokasi Desa Bina Hutan ke 9 (sembilan) Kabupaten (Murung Raya, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Kotawaringin Timur dan Barito Timur).

· Rapat dan Konsultasi secara berkala antara Pusat dan Propinsi. 

d.
Hasil yang telah dicapai : 
-
Terfasilitasinya kebutuhan dasar masyarakat didalam kawasan maupun sekitar hutan oleh pengusaha HPH.

-
Terkoordinasinya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha HPH.  

e.
Permasalahan/Kendala : Sebagian besar pengusaha HPH di Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak berproduksi lagi.

f.
Pemecahan masalah :  Diharapkan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pengusaha HPH dapat dilestarikan dan ditingkatkan.

5.
Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman 

a.
Dasar Hukum  :  

· Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

· Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1992 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan.

b.
Maksud dan Tujuan : 

· Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa rawan air bersih.

· Meningkatkan kondisi sosial masyarakat perdesaan melalui penyediaan air bersih dan berkembangnya usaha arang aktif.  

c.
Pelaksanaan kegiatan : 

· Untuk T.A 1999/2000 s.d 2003 pada 6 (enam) Kab/Kota (Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya) sebanyak 6.405 (enam ribu empat ratus lima) unit.

· Untuk T.A 2004 dialokasikan pada 8 (delapan) Kab/Kota (Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya) sebanyak 1.552 (seribu lima ratus lima puluh dua) unit dan masih dalam proses pengadaan.       

d.
Hasil yang telah dicapai : 

-
Tersedianya alat Penjenih Air Sederhana “Polengkou Paten” bagi masyarakat miskin diwilayah DAS dan Pasang Surut.

-
Tersedianya sarana pengembangan Pengelolaan Arang Aktif.

e.
Permasalahan/Kendala : Belum sepenuhnya masyarakat disekitar DAS dan Pasang Surut kurang memahami pentingnya penyediaan air bersih yang layak konsumsi sehingga alat penjernih air yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

f.
Pemecahan masalah : Perlu ditingkatkan Sosialisasi secara terus menerus dan terpadu.

Palangka Raya,        November 2004

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

H.M. M A D A N I

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 072 657. 
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